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ABSTRAK

Listiana. NIM. 1118069. 2022. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Pencatatan Nikah dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak
di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas
Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen
Pembimbing Ayon Diniyanto, S.H.,M.H.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pencatatan Nikah, Akibat Hukum, Istri, Anak.

Pencatatan nikah adalah rangkaian pelaksanaan perkawinan, Oleh karena itu
pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan
perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan
sebagai suatu perbuatan hukum. Selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan
memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak,
serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul
karena prkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor pencatatan nikah pada
masyarakat, serta menganalisis kesadaran hukum dan akibat hukum terhadap anak
dan istri pada masyarakat Desa Harjosari Kecamatan Doro. Pencatatan nikah tanpa
dicatatkan oleh pihak pencatatan perkawinan marak terjadi sehingga menimbulkan
akibat hukum pada masyarakatnya. Fenomena pencatatan nikah yang terjadi pada
masyarakat di Desa Harjosari Kecamatan Doro dikarenakan tingkat kesadaran
hukum masyarakat yang masih rendah, yaitu dilatarbelakangi oleh tingkat
pendidikan, ekonomi, serta hamil diluar nikah. Fenomena pencatatan nikah tersebut
dikategorikan pencatatan nikah. Melalui riset yuridis sosiologis dengan pendekatan
kualitatif. Data-data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran
hukum pencatatan nikah yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Harjosari
Kecamatan Doro dibangun berdasarkan beberapa unsur yaitu pengetahuan hukum,
pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum yang berkembang di masyarakat

dalam menyikapi hukum pencatatan nikah.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang wanita dan pria
dilakukan dengan akad menurut kepercayaan masing-masing dan dicatatkan ke
dalam administrasi Negara berupa akta nikah (buku nikah) dengan begitu
pernikahan akan sah menurut hukum agama dan juga hukum Negara. Namun,
tidak semua pasangan mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Praktik
pernikahan tanpa dicatatkan masih dilakukan pada beberapa masyarakat yang
ada di Desa Harjosari Kecamatan Doro sehingga pernikahan tersebut akan
mengakibatkan tidak terpenuhinya pemenuhan hak istri dan anak secara
hukum.

UU Perkawinan Tahun 1974 No. 1 pasal 2 menjelaskan bahwasanya
sebuah ikatan pernikahan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran
agama dan kepercayaan yang dianutnya serta diwajibkan adanya catatan
pernikahan oleh pejabat yang berwenang.! Dari uraian tersebut dapat dipahami
bahwa nikah harus memenuhi syarat dan rukunya sehingga sah menurut agama
dan dikatakan sah menurut Negara maka wajib dilakukan adanya pencatatan
pernikahan oleh pejabat yang berwenang.

Pasalnya UU Perkawinan Tahun 1974 telah mempertegas adanya aturan
pencatatan perkawinan, hal ini jika dilanggar dampak dari pernikahan itu tidak

sah menurut hukum Negara, walaupun agama tidak mempermasalahkan terkait

' KHI, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama), 11.



pencatatan perkawinan asalkan sudah sesuai dengan syarat dan rukunya.
Bahkan pakar Hukum Islam, Riduan Syahrani memperjelas diantara syarat
sahnya pernikahan adanya pencatatan pernikahan oleh Pejabat yang
berwenang, karena tindakan tersebut bukan sekedar tindakan administrasi saja.’
Sehingga dalam sebuah pernikahan perlu adanya administrasi yang dapat
menunjang serta memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh
perlindungan dan pelayanan hukum.

Perkawinan yang sah memiliki kekuatan apabila dilaksanakan dan
dicatatkan menurut UU yang berlaku di Negara yang disesuaikan menurut
kepercayaan dan adat istiadat. Namun perkawinan tidak akan mempunyai
kekuatan hukum jika tanpa adanya pencatatan nikah sebagaimana aturan
perkawinan di Indonesia. Hal ini setidaknya dapat meminimalisir terhadap
praktik perkawinan siri yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa
adanya proses administrasi Negara nantinya berdampak pada perkembangan
sebuah Negara.

Undang-undang perkawinan tahun 1974 telah mengatur secara jelas dan
terperinci, namun yang terjadi masyarakat masih tetap ada penyimpangan
terhadap aturan tersebut. Sebagaina praktik perkawinan siri yang terjadi di
tengah Masyarakat umum khususnya di Pedesaan yang mayoritas penduduknya
adalah umat Isalam. Sebagaimana infornasi yang disampaikan oleh Informan
Bapak Ahmad Rozi (perangkat desa Harjosari). > Dimana setiap tahun terus

meningkat jumlah pasangan yang melakukan praktik perkawinan siri, kalaupun

2 Riduan Syahrani, “ Seluk Beluk Hukum Perdata”, (Bandung: Alumni, 1992), 92.
3 Ahmad Rozi, Perangkat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan,
Wawancara Pribadi, Pekalongan Tanggal 13 Januari 2022.



perkawinan siri terus dilakukan dan di anggap wajar oleh Masyarakat. Hal ini
sudah menjadi adat kebiasaan apabila masyarakat tidak ada yang menyadarkan
terhadap penyimpangan hukum yang berlaku, karena melegalkan praktik
perkawinan siri yang pada akhirnya mempunyai dampak yang tidak baik bagi
pasangan dan anak dari perkawinan siri tersebut.

Mochtar Kusumaatmaja menuturkan bahwa kehidupan manusia dalam
kehidupan bermasyarakat tentu membutuhkan keadaan yang tertib dan damai
agar menjalani roda kehidupan dapat tentram dan sejahtera. Kebutuhan akan
ketertiban ini merupahkan syarat yang sangat penting untuk menciptakan suatu
masyarakat yang teratur.* Masyarakat sebagai subjek hukum dimulai sejak
manusia itu lahir. Sebagai manusia yang berbangsa dan beragama maka
manusia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kehidupannya, salah
satunya adalah tugas dan tanggung jawab terhadap hukum. Sehingga segala
sssuatu yang dijalaninya tidak lepas dari aturan agama dan undang-undang
yang berlaku. Sebagaimana manusia memiliki hak dan tanggung jawab dalam
menjalani roda kehidupan berkeluarga. Adapun mengenai hak dan kewajiban
berumah tangga telah diatur dalam KHI pasal 77 dan 78 yang intinya hak dan
kewajiban suami isteri harus dijalani bersama agar terciptanya keluarga yang
harmonis.’

Prakteknya di Masyarakat, masih ada pasangan yang tidak mengikuti
aturan pemerintah yang berlaku. Seperti halnya perkawinan siri, perkawinan ini

sering dimaknai oleh kebanyakan masyarakat ialah perkawinan yang tidak

4 R Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 221.
5> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016)



dicatatkan kedalam adminitrasi Negara, dalam hal ini yang dimaksud ialah
Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk terciptanya suatu keteriban tersebut
maka harus didasari dengan adanya sikap terhadap hukum untuk dipatuhi
terhadap aturan yang berlaku serta dapat dijadikan indikator apakah ada
kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat atau tidak, dengan demikian
indikator tersebut perlu dijadikan landasan terhadap kesadaran hukum.
Gambaranya apabila pemahaman, perilaku dan sikap hukumnya minim, maka
yang terjadi kesadaran terhadap hukum juga akan minim, berlaku untuk
sebaliknya. Dampak dari kesadaran hukum yang rendah maka dampaknya
adanya suatu kendala dari segi pelaksanaanya, baik naiknya angka pelanggaran
terhadap hukum maupun minimnya partisipasi terhadap pelaksanaan dan
kepatuhan terhadap hukum yang ada.

Sebagaimana yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Harjosari
Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terhadap praktik Perkawinan tanpa
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bapak Akhmad Rozi selaku
perangkat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan
menerangkan bahwa dari jumlah data Penduduk sebanyak 2.829 jiwa yang
terdiri atas jumlah penduduk laki-laki 1.341 jiwa dan jumlah penduduk
perempuan sebanyak 1.488 jiwa, adapun jumlah data pasangan yang
melakukan praktik perkawinan tanpa dicatatkan di Desa Harjosari sebagai

berikut:



Tabel 1.1
Indeks Pasangan Pencatatan Perkawinan
Tanpa Melalalui Pegawai Pencatatan Perkawinan

No Jumlah Pasangan Tahun
1 10 pasangan 1981-1990
2 6 pasangan 1991 — 2000
3 8 pasangan 2000 — 2010
4 10 pasangan 2011 —2020
5 5 pasangan 2021 — sekarang

Sumber: Data Penelitian di Lapangan.

Jika melihat tabel di atas, jumlah pasangan yang melakukan praktik nikah
siri mengalami pasang surut setiap 10 tahunnya. Hal tersebut menandakan
potensi adanya tingkat kesadaran hukum yang rendah terhadap pencatatan
perkawinan.

Proses perkawinan siri yang dilakukan di masyarakat Harjosari hanya
dihadiri oleh beberapa orang diantaranya tetangga, beberapa keluarga dan
seorang Lebe (perangkat desa), terkait pernikahan siri tentu mengalami pro dan
kontra terhadap masyarakat lainnya karena proses perkawinan yang singkat
dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Wajar jika masyarakat lain resah
ketika melihat fenoma tersebut.

Faktanya di lapangan walaupun praktik nikah siri sering mengalami dampak
buruk bagi hak istri maupun anak, namun masih ada hingga sekarang yang

melakukan praktik nikah siri. akibatnya hak isteri dan anak terancam. Dari uraian
tersebut, penulis sangat tertarik melakukan penelitian terhadap problem diatas,

dalam hal ini penulis memberi judul penelitian “Praktik Pernikahan Tidak
Dicatat Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pemenuhan Hak Istri
Dan Anak Di Desa Harjosari Kecamatan Doro”.



B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa masih ada masyarakat desa Harjosari yang melakukan pernikahan

tanpa dicatatkan?

2. Bagaimana akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan terhadap pemenuhan

hak isteri dan anak di Desa Harjosari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk menemukan alasan masyarakat desa Harjosari melakukan pernikahan

tanpa dicatatkan

2. Untuk menemukan akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan terhadap

pemenuhan hak isteri dan anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a.

Sebagai suatu sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum keluarga
Islam khususnya yang berkaitan Pencatatn perkawinan atau
pernikahan yang tidak dicatatkan.

Mengembangkan pengetahuan hukum tentang praktik nikah tanpa
dicatatkan dalam kaitannya dengan khazanah teoritis hukum,
khususnya pada kesadaran hukum, sehingga menjadi struktur teoritis

yang dapat dikembangkan secara ilmiah.



2. Kegunaan Praktis

a. Salah satu acuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat mengenai
praktik pernikahan tanpa dicatatkan dan akibat hukumnya.

b. Menjawab isu hukum mengenai praktik nikah tanpa dicatatkan
sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya
pencatatan nikah melalui pegawai pencatatan nikah.

E. Kajian Penelitian Terdahul
Penggalian Informasi dilakukan berdasarkan sumber data penelitian yang
relevan dengan meninjau literatur tentang penelitian mengenai “Kesadaran

Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro

” dengan titik fokus dan pendekatan yang berbeda terdapat beberapa penelitian

terdahulu yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian ini. Dalam hal ini

akan disajikan dalam bentuk bagan dan uraian dibawah ini,

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ari Rianti pada tahun 2016 dengan
judul “Nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah
tangga (studi kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah” menerangkan bahwa nikah siri merupakan
praktik yang sah menurut agama karena syarat dan rukunya semua
terpenuhi. Nikah siri dilakukan karena faktor usia yang masih muda, tingkat
kesadaran hukum yang rendah serta pasangan. Hamil sebelum melakukan
pernikahan. Adapu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan

menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini memiliki perbedaan yang



signifikan dari objek dan subjek penelitian yang berbeda. Penelitian ini
terfokus pada wilayah Kab. Lampung Tengah, Kec. Seputih Raman.®
Pembahasan dalam penelitian ini fokus pada praktik nikah siri dalam
membangun keharmohisan rumah tangga.

2. Penelitian yang kedua oleh Trisnawati pada tahun 2015 dengan judul “Nikah
dan faktor penyebabnya di kelurahan Lajangiru Kec. Ujung Pandang
(Analisis perbandingan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Th.
1974)” menjelaskan bahwa point dari nikah siri ada 2 macam yakni tentang
nikah siri yang tidak tercatat dalam KUA dan nikah siri tanpa kehadiran
seorang wali. Menurut aturan Agama, nikah siri yang sah ialah nikah siri
yang susuai dengan syarat dan rukunya, adapun nikah yang tidak adanya
seorang wali maka nikahnya tidak sah. Adapun menurut Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Th. 1974 bahwa perkawinan tanpa adanya catatan
perkawinan atau nikah tanpa adanaya seorang petugas pencatatan
perkawinan maka nikahnya tidak sah menurut Negara atau UU Perkawinan
walaupun hukum Islam mengesahkannya. Pendekatan yang digunakan
adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Penelitian ini
memiliki perbedaan yang cukup besar jika dilihat dari objek dan subjeknya.

Yakni di kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang. Walaupun teori-

6 Ari Rianti, Skripsi, “Nikah siri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah
tangga (studi kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”,
(Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2016).



teori yang digunakan hampir sama namun cara penyelesaian memiliki
perbedaan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis perbandingan.’

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Awaludin pada tahun 2017
dengan judul “Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di
Indonesia dan relevansinya dengan teori Maslahah Al-Syatibi’’.
Menerangkan bahwa pentingnya catatan perkawinan untuk kemaslahatan
suatu rumah tangga, sebagaimana pendapat Al Syatibi bahwasanya suatu
kemaslahatan itu sangat penting dalam menjumpai suatu permasalahan atau
keadaan tertentu khususnya suatu permasalahan yang menimpa maka
diambilah suatu kemaslahatan yang mana bermanfaat apabila dijalani.
pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian
normatif seperti teori yang mendukung adanya pencatatan perkawinan.
Penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jauh karena perbedaan teori
yang digunakan serta objek pembahasanya juga berbeda jika dilihat dari

output penelitianya.®

7 Trisnawati, Skripsi “Nikah dan faktor penyebabnya di kelurahan Lajangiru Kecamatan
Ujung Pandang (Analisis perbandingan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)”, (Makassar:
UIN Alaudin Makassar, 2015).

8 Muhamad Awaludin, Skripsi, “Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di
Indonesia dan relevansinya dengan teori Maslahah Al-Syatibi’’, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
2017).



Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

10

No | Judul dan penulis Persamaan Perbedaan Kebaharuan
1 PERNIKAHAN -Tema -Penelitian  yang | -penilitian
SIRI DAN | besarnya sama | dilakukan oleh ari | yang dilakukan
IMPLIKASINYA yaitu tentang | arianto studi | penulis  lebih
TERHADAP nikah siri kasusnya terfokus | mengarah pada
KEHARMONISAN | -Sama-sama pada pelaksanaan | kesadaran
BERUMAH penelitian perkawinan  siri | masyarakat
TANGGA”  (Studi | lapangan dan faktor-faktor | terhadap
Kasus Desa Rejo yang mendorong | penanggulanga
Basuki Kec. Seputih perkawinan  siri | n praktik nikah
Raman Kab. serta Implikasnya | siri untuk
Lampung Tengah). demi kemaslahatan
penelitian yang mewujudkan isteri serta
dilakukan oleh Ari keluarga yang | mengarahkan
Riyanti dari UIN keharmonisan masyarakat
Raden Intan - Penelitian terhadap
Lampung lapangan dengan | pencatatan
sifat penelitian nikah yang
analitik diakui oleh
-Objek dan Negara  dari
Subjek penelitian | pada jalur
tidak sama nikah siri yang
hanya sah
menurut
agama
2 | NIKAH SIRI DAN | - Tema besar | --Subjek dan | -penulis lebih
FAKTOR sama tentang | objeknya berbeda | mengutamakan
PENYEBABNYA membahas - penelitian ini | upaya
DI KELURAHAN | masalah nikah | menggunakan kesadaran
LAJANGIRU siri dan faktor- | studi komparasi hukum  yang
KECAMATAN faktor dilakukan ada
UJUNG PANDANG | penyebabnya dimasyarakat
“(ANALISIS -Sama-sama harjosari
PERBANDINGAN | menggunakan Kecamatan
HUKUM  ISLAM | penelitian Doro
DAN UU No. 1 |lapangan (field Kabupaten
TAHUN 1974) | research Pekalongan
penelitian yang agar angka
dilakukan oleh perkawinan
Trisnawati dari UIN siri tidak terus
Alaudin Makassar. meningkat
3 PENCATATAN -Tema  besar | Penelitian  yang | -Titik  fokus
PERKAWINAN yang dilakukan penelitian yang
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DALAM HUKUM | digunakan Awaludin  lebih | dilakukan
KEKELUARGAAN | adalah tentang | fokus pada | penulis  pada
DI INDONESIA | pencatatan relevansi kesadaran
DAN perkawinan pencatatan nikah | hukum
RELEVANSINYA dengan teori yang | masyarakat
DENGAN TEORI mendukung terhadap
MASLAHAH AL- seperti Maslahah | praktik nikah
SYATIBI. Penelitian Al Syatibi siri  / nikah
yang dilakukan oleh -sumber tidak
Muhamad Awaludin pandangan dilakukan
dari  UIN  Syarif hukumnya  juga | pencatatan
Hidayatullah Jakarta berbeda  karena | yang sah
penulis lebih | menurut
mengedepankan agama dan
teori hukum | negara
positif untuk | -penulis  juga
dijadikan pijakan | lebih
dalam penelitian | mengedepanka
n nasib para
pelaku  nikah
siri  terhadap
hak-hak
pasangan/
isteri.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum yang dikaitkan
dengan konsep kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan
menurut hukum positif dan hukum islam. Kesadaran hukum berasal dari
representasi yang ditimbulkan melalui pengetahuan hukum seseorang beserta
nilai-nilai yang dianutnya dalam menanggapi tindakan hukum.

Kesadaran Hukum secara teoritis indikator dari suatu kesadaran hukum
yang dilakukan masyarakat dimulai dari pengetahuan hukum seseorang,
kemudian bagiamana sikap seseorang terhadap hukum serta perilakunya saat

menyikapi suatu hukum. Dari situlah kesadaran hukum masyarakat dapat di
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ukur. Karena jika ketiga indikator tersebut masih minim maka dampak yang
terjadi tingkat kesadaran hukum juga akan minim. Akibatnya Dampak dari
kesadaran hukum yang rendah, pelaksanaan hukum tidak berjalan mulus
karena kurangnya partisipasi masyarakat.’

Achmad Ali menuturkan bahwa sikap masyarakat terhadap kepatuhan
aturan yang berlaku belum tentu bisa ditentukan lewat kesadaran hukum
masyarakat. Sebagaimana kasus pencurian yang dilakukan seseorang.
Kebanyakan mereka sadar bahwa mencuri itu termasuk perbuatan melanggar
hukum, namun gara-gara keadaan yang terdesak sehingga seseorang malukan
tindakan pelanggaran hukum. Namun tidak semuanya seperti itu, sebagaimana
yang disampaikan Soerjono Soekanto bahwa dengan adanya tingkat kesadaran
yang tinggi maka tingkat kepatuhan terhadap hukum juga akan tinggi. Hal ini
juga berlaku sebaliknyai.°

Oleh karena itu kesadaran hukum lahir dari dalam diri manusia secara
alami melalui proses psikis setiap individu sehingga kesadaran hukum akan
lahir dari diri manusia melalui nilai-nilai kepribadian atau psikis setiap individu
terhadap respon suatu hukum yang ada. Dengan demikian, pondasi dari pada
kepatuhan terhadap hukum adalah tingkat kesadaran hukum tiap individu.
Sebagaimana Tingkat kesadaran hukum ya’ng terjadi di masyarakat Desa
Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan rendah

karena tingkat kepatuhan terhadap hukum juga rendah, hal ini terdapat praktik

 Ali Ahmad, “Mengembara di Belantara Hukum”, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan
Unhas, 1990), 300.

19 Soerjono Suekanto, “Aspek Sosiologis dan Yuridis Masyarakat”, (Bandung: Alumni,
1983), 121.
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pernikahan siri dimana hal tersebut seharusnya berkesinambungan dengan
pernikahan yang diakui secara Negara serta telah diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan.

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator
kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap
kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi
abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan
ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Teori dalam faktor yang
berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschincky dalam bukunya Soerjono
Soekanto, antara lain: 1). Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, 2).
Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. 3). Sikap terhadap
peraturan-peraturan hukum, 4). Pola-pola perikelakuan hukum.

Secara menyeluruh, yang paling berpengaruh adalah terhadap
pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum.
Pengetahuan yang dimilikinya kebanyakan diperoleh dari pengalaman
kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum yang meningkat tergantung
pada meningkatnya materi ilmu hukum yang disajikan. Jadi, setiap indikator
kesadaran hukum menunjukan taraf kesadaran hukum, apabila masyarakat
hanya mengetahui adanya suatu hukum maka kesadaran hukum yang dimiliki
masih rendah. Pengertian dan pemahaman hukum yang berlaku perlu
dipertegas secara mendalam agar masyarakat dapat memiliki suatu pengertian
terhadap tujuan dari peraturan tersebut untuk dirinya sendiri dan masyarakat

pada umumunya.
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Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum
pada intinya seperti :

1. Compliance, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena
adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari
kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada,

Seperti apabila dalam pencatatan perkawinan tersebut tidak dicatatkan
oleh pegawai pencatatn perkawinan maka dalam pernikahan tersebut tidak
memiliki bukti otentik yang kuat yaitu buku nikah maka pernikahan tersebut
tidak memiliki kekuatan hukum dan sanksi serta kerugian dari perkawinan
tersebut akan bersifat personal karena Negara tidak mengakui adanya
perkawinan tersebut.

2. Identification, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan
karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang
atau kelompok lain, seperti perkawinan tanpa dicatatakan mereka
mempunyai alasan dan latar belakang sendiri karena memilih melakukam
perkawinan tanpa dicatatkan salah satunya telah mempunyai hubungan
perasaan yang kuat dengan orang lain yang mana orang lain tersebut masih
memiliki status dengan orang lain juga sehingga memilih untuk melakuka
perkawinan tanpa dicatatkan.

3. Internalization, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan
masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut,
sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut. Namun

dalam hal ini masyarakat belum mematuhi undang-undang perkawinan
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sehingga masih adanya praktik perkawinan tanpa dicatatkan di desa
Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Dengan mengetahui
ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa
efektivnya suatu peraturan perundang-undangan.

Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang
hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti
kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya
semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-
undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi
kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode
Yuridis Sosiologis atau istilah lain adalah non doktrinal. Cara Penelitian ini
digunakan untuk memperoleh data secara empiris melalui objek yang di
kaji.!! Jenis Penelitian ini biasa dilakukan untuk penelitian hukum yang
bersifat sosial. Adapun tahapan awalnya dari data sekunder yang dipadukan
dengan data primer dari lapangan. Adapun alat untuk mengumpulkann data

12 Dalam hal ini

terdiri dari studi pustaka, dokumen dan wawancara.
wawancara langsung kepada perangkat desa yang menangani langsung

masalah pernikahan serta wawancara lamgsung kepada pasangan yang

' Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 2005), 51.

12 Amiruddin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012), 34.
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melakukan praktik nikah siri tanpa adanya catatan perkawinan di KUA
maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengannya. Penelitian yang
dilakukan secara langsung di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten
Pekalongan untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait Pencatatan
Perkawinan yang diperlukan dalam pembuatan skripsi.'?

Artinya penulis langsung terjun ke lapangan dengan cara penelitian
yang digunakan adalah data primer dari hasil temuan di lapangan atau lokasi
tertentu berdasarkan data-data temuan yang ada di lapangan. Caranya
peneliti turun langsung ke lapangan untuk menggali dan mengamati tentang
praktik nikah siri beserta implikasinya yang terjadi di Desa Harjosari
Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.'*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan teori pendekatan Soerjono
Soekanto yaitu tentang kesadaran atau kepatuhan, pada teori ini terdapat 3
faktor yang dapat dijadikan sebagai pendekatan penelitian oleh peneliti yaitu
Compliance, Identification, Internalization. Sehingga peneliti dapat
memahamim tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Harjosari terhadap
pencatatan perkawinan.

3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan dan bahan-

bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

3'M Igbal Hasan, “Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Penerapannya”,
(Jakarta: Thalia Indonesia, 2002), 11.

“Karebet Gunawan, “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Usaha Para Anggota Baitul
Mall Wat Tanwil”, (Istishadia: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 2, 2017), 249.
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a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara
langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada
masyarakat Desa Harjosari kecamatan Doro yang melakukan praktik
pernikahan tanpa melalui pegawai pencatatan perkawinan, kemudian
wawancara langsung kepada istri yang terkena dampak dari praktik nikah
siri serta wawancara langsung kepada tokoh masyarakat setempat seperti
kepala desa, lebe maupun kiai desa Harjosari Kecamatan Doro yang
mengetahui terkait penelitian ini.

b. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder untuk
penelitian ini diambil dari sumber lain yang dianggap relevan dengan
penelitian ini, meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku terkait
hukum perdata, artikel, jurnal, KHI, dokumen administrasi terkait
pencatatan perkawinan, peraturan perundang-undangan terkait pencatatan
perkawinan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini

4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Harjosari Kecamatan Doro

Kabupaten Pekalongan. Fenomena pernikahan tanpa melalui pegawai

pencatatan perkawinan marak terjadi dan berkembang di masyarakat. Hasil

temuan berdasarkan data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa: 1)

pernikahan tanpa melalui pegawai pencatatan perkawinan merupakan hal

yang lumrah dan sering terjadi di masyarakat, 2) kesadaran hukum

masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih rendah, 3)
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mayoritas alasan melakukan pernikahan tanpa dicatatkan dikarenakan
proses administrasi yang sulit dan biaya. Sehingga penulis memilih Desa
Harjosari sebagai penelitian karena banyaknya kasus yang terjadi disana.
. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun cara yang
ditempuh ialah mempersiapkan transkrip pedoman wawancara yang telah
disusun sesuai tema penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya
akan ditanyakan langsung terhadap informan. Dari pertanyaan tersebut
penulis sebisa mungkin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang
sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan yang dicocokan dengan
bahan teori sehingga peneliti mendapatkan informasi yang memuaskan
selama wawancara berlangsung.
Adapun pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan sebagai berikut:

a. Bagaimana Proses Anda dalam melakukan nikah tanpa dicatatkan di
KUA?

b. Apa alasan Anda melakukan nikah tanpa dicatatkan?

¢. Mengapa Anda tidak melakukan praktik nikah secara sah menurut hukum
Negara?

d. Apakah Anda mengetahui prosedur pencatatan nikah secara hukum
negara?

e. Seberapa pentingkah pencatatan perkawinan menurut Anda?

f. Apakah Anda mengetahui dampak dari nikah tanpa dicatatkan?

g. Bagaimana dengan status anak dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
(KK)?

h. Seberapa pentingkah pemenuhan hak istri dan anak menurut Anda?

1. Apakah istri dapat meminta pertanggungjawaban apabila haknya tidak

terpenuhi?
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j- Apakah anak dari nikah tanpa dicatatkan dapat mengajukan haknya ke
Pengadilan apabila haknya tidak terpenuhi?

6. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data
a. Observasi
Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara cermat
dan sistematik tekait kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan
perkawinan dan akibat hukumnya terhadap pemenuhan hak istri dan
anak di Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan
melihat kondisi sosial maupun ekonomi yang ada dengan harapan penulis
dapat memperoleh data informasi dengan jelas dan terarah.
b. Wawancara
Wawancara terhadap informan kunci yang dipilih secara purposive
dilakukan dengan prinsip snowball sesuai dengan kriteria informan kunci
pernikahan tanpa melalui pencatatan perkawinan di Desa Harjosari
Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang telah diterapkan dengan
pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang akan digunakan, sehingga
diharapkan informasi yang diperoleh bersifat eksploratif dan mendalam.
Teknik ini digunakan peneliti untuk menggali informasi kepada
seluruh informan yang ada dengan cara berdiskusi maupun lewat obrolan
secara langsung antara peneliti dengan informan's untuk memperoleh
data tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan nikah

oleh perangkat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

15 Helaludin Hengki Wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik,
(Jakarta : 2019), him 84
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Dalam konteks ini penulis akan mewawancarai informan dengan
beberapa pihak yang terkait seperti:

1) Masyarakat Desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan
yang melakukan praktik Penikahan tanpa dicatatkan sebagai informan
kunci dan utama.

2) Perangkat desa Harjosari dan Ketua RT sebagai informan tambahan.

Tabel 1.3

Profil Informan Perkawinan
Tanpa Dicatatkan Melalui Kantor Urusan Agama (KUA)

No Nama Usia Pendidikan Pekerjaan Tahun
Suami | Istri Suami Istri Suami | Istri Suami Istri Menikah
1 A N 16 th 15 th SD SD Penjahit IRT 2015
2 S R 37 th 32 th SMP SD Serabutan | Pedagang 2018
3 J E 35 th 18 th SMP SMP | Kuli IRT 2013
Bangunan
4 G E 43 th 37 th S1 S1 Pengusaha | Guru 2019
5 K M 40 th 28 th SMP SD Kuli Pedagang 2016
Bangunan
6 S P 80 th 78 th Tidak | Tidak | Tidak Tidak 2010
Tamat | Tamat | Bekerja Bekerja
SD SD

Sumber: Data Penelitian di Lapangan

C.

Dokumentasi

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi. Peneliti
melakukan eksploitasi terhadap data-data dokumen dan menggunakan
data dokumen terkait dengan pernikahan tanpa dicatatkan melalui
pegawai pencatatan perkawinan di Desa Harjosari Kecamatan Doro
Kabupaten Pekalongan. Dokumentasi dari penelitian ini juga
menggunakan informasi yang peneliti himpun menggunakan perangkat

recorder, kamera, atau alat lain yang menunjang. Data yang didapat
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berbentuk tulisan, foto, atau video. serta berupa literasi buku-buku,
jurnal, skripsi atau tesis yang ada kaitanya dengan penelitian terdahulu
yang relevan pada penelitian ini.

Dokumentasi tentang penelitian ini yang telah diperoleh melalui
penelitian lapangan oleh peneliti di gunakan sebagai bukti bahwa
penelitian ini adalah benar sehingga diperoleh data yang konkret.!'

7. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data
Dalam hal ini ada 2 teknik pengecekan kredibilitas informasi dan data
diantaranya:'’

a. Member check merupakan proses yang di tempuh peneliti untuk
mengetahui data yang sudah di peroleh dari pemberi data dengan tujuan
mengukur seberapa banyak data yang diperoleh sesuai dengan apa yang
diberikan informan terkait yaitu pelaku pernikahan tanpa melalui
pencatatan perkawinan, warga sekitar, kepala desa dan perangkat desa
Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

b. Triangulasi, merupakan proses pengecekan data dengan berbagai cara
yang didapatkan dari berbagai sumber selama beberapa waktu. Teknik ini
terbagi menjadi 3 macam diantaranya triangulasi waktu, teknik dan
sumber. Adapun penulis dalam penelitianya menggunakan triangulasi

data dan sumber.'®

SHelaludin hengki wijaya, “Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik”,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 89.

17 Moleong, L. J , “Metodologi Penelitian Kualitatif”’, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2011), 320.

8 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2009),
371-372.
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Pengecekan kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan metode
triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan
pemeriksaan silang, informasi yang diperoleh dicatat dalam transkrip,
deskripsi data dan klasifikasi sesuai dengan kategori yang dipilih, kemudian
dianalisis sehubungan dengan konsep dan teori yang digunakan. Triangulasi
metode sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara
langsung. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang
terlibat dalam pernikahan tanpa dicatatkan melalui pegawai pencatatan
perkawinan.

Metode triangulasi sumber data sekunder adalah sumber data yang
diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data
sekunder untuk penelitian ini adalah dari sumber lain yang mungkin relevan
dengan penelitian ini, seperti buku, Alquran, artikel jurnal, dokumen,
undang-undang perkawinan. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan
penggalian informasi melalui wawancara dan observasi. Dalam
mengkonfirmasi validitas wawancara melakukannya secara berskala dengan
informan kunci, menganalisisnya, mengevaluasinya, dan mengkonfirmasi

validitasnya.!®

. Teknis Analisis Data

19 Toha Anggro, dkk, “Metode Penelitian” (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 528.
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Dalam hal ini penulis menggunakan model analisis interaktif. Dengan

langkah-langkah berikut ini,?

a.

Pengumpulan Data

Proses mencari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di
lapangan yang kemudian dicatat. Dalam hal ini peneliti melakukan
penelitian di beberapa tempat seperti di rumah-rumah warga desa
Harjosari Kecamatan Doro Kabupaetn Pekalongan maupun di Balai desa

Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

. Reduksi Data

Reduksi merupakan cara memilih, memfokuskan, memisahkan
kemudian disederhanakan datanya dari yang masih mentah yang diambil
dari hasil catatan yang di tulis selama di lapangan. Proses ini dilakukan
selama penelitian berlangsung.

Adapun ilustrasinya sebagai berikut: diawali dengan merangkum
semua catatan selama penelitian berlangsung baik terhadap pasangan
yang melakukan praktik pernikahan tanpa dicatatkan maupun kepada
perangkat desa yang mengetahui kondisi terkait kasus pernikahan tanpa
dicatatkan di desa Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dari
data yang bersifat acak maupun umum, kemudian diubah dalam bentuk
yang lebih mudah dipahami, sebagaimana memindahkan hasil

wawancara dari alat bantu rekaman ke laptop. kemudian menyeleksi data

20 Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, “Analisis Data Kualitatif’, (Jakarta: UIP,

1992), 20.
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yang terkumpul sesuai kebutuhan, kemudian melakukan reduksi data,
dan menarik kesimpulan.
c. Penyajian data
Setelah data di reduksi kemudian data tersebut disajikan. Dengan
cara inilah data dapat terorganisir serta tersusun dalam pola yang
sederhana secara singkat yang mudah dipahami seperti hasil beberapa
pendapat informan mengenai Pencatatan Perkawinan.
d. Kesimpulan
Kesimpulan data diambil dari data reduksi yang telah dibuktikan
kevalidanya dan konsisten atas jawaban dari suatu permasalahan-
permasalahan yang diangkat oleh penulis. sehingga menjadi kesimpulan
yang kredibel.?!
G. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan Gambaran penulis, maka istematika ini akan disajikan
secara singkat dan jelas yang akan dipaparkan berikut ini :

BAB I berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, tinjauan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang landasan teori berupa kesadaran hukum, konsep
kewajiban pencatatn nikah

BAB III berupa praktik nikah siri dan pemenuhan hak istri di Desa

Harjosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

21 A, Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, (Jakarta: Kencana, 2014),
405-408.
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BAB IV Terkait analisis data berupa teori kesadaran hukum tentang
pencatatan nikah serta menganalisis pemenuhan hak istri dalam pernikahan siri.
BAB V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari materi yang telah

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
1. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Harjosari terhadap Pencatatan

Nikah

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pencatatan
perkawinan dapat dilihat dari indikator kesadaran hukum menurut
Prof.Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman
tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum, menjadi
penyebab yang mendominasi dalam melakukan praktik pernikahan tanpa
melalui pegawai pencatatan perkawinan. sehingga seberapa jauh kesadaran
hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukumnya. Perbuatan
tersebut telah berkembang menjadi kebiasaan di masyarakat. Praktik
perkawinan tanpa dicatatkan sudah sering terjadi di masyarakat sehingga
mewujudkan pemaknaan bahwa hal tersebut sudah umum, wajar serta sah-
sah saja karena bukan suatu pelanggaran. Sehingga walaupun hal tersebut
tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku akan tetapi sulit
untuk dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Adapun
hal yang melatarbelakangi pernikahan tanpa melalui pencatatan perkawinan
yaitu karena beberapa faktor seperti minimya tingkat pengetahuan
masyarakat terhadap peraturan yang telah ada, faktor pendidikan, faktor
ekonimo, hamil diluar nikah, banyaknya pernikahan di bawah umur serta

kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang perkawinan. Sehingga hal

122
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tersebut menjadi alasan mengapa banyak masyarakat di desa Harjosari
Kecamatan Doro melakukan perkawinan tanpa dicatatkan. Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap
pentingya pencatatan nikah masih sangat rendah.
. Akibat Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak di Desa
Harjosari Kecamatan Doro

Akibat Hukum pernikahan tanpa melalui pencatatan perkawinan
terhadap pemenuhan hak istri dan anak di desa Harjosari Kecamatan Doro
Kabupaten Pekalongan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang
jelas karena pernikahan tidak dilakukan sesuai undang-undang perkawinan
tentang hukum pencatatan perkawinan. Selain itu akibat hukum yang
ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatkan yaitu tidak terpenuhinya hak
istri dan anak. Sebagian besar ahli hukum mengakui bahwa perkawinan yang
tidak dicatatkan adalah sah dan tidak melanggar hukum Negara tetapi
berdampak negative terutama terhadap wanita dan anak yang dilahirkan
apabila terjadi perceraian. Akibatnya Istri tidak pernah dianggap sebagai istri
yang sah dimata hukum Negara dengan kata lain perkawinan itu dianggap
tidak sah sebab tidak adanya bukti otentik dalam pernikahnnya karena itu istri
tidak berhak atas nafkah dan harta warisan jika suami meninggal dunia,
karena tidak mempunyai buku nikah, istri juga tidak berhak menuntut natkah
ataupun warisan dari suaminya, tidak berhak atas gono gini apabila mereka
berpisah, tidak dapat menuntut apabila haknya tidak terpenuhi dan tidak dapat

mengajukan hak tersebut ke Pengadilan karena tidak mempunyai kekuatan
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hukum. Selanjutnya anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga
mendapat akibat hukum seperti anak tidak mempunyai hak untuk menuntut
warisan dari ayahnya, anak tidak mempunyai data administrasi kelahiran dari
Negara (akta kelahiran), karena anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan
maka secara hukum anak tersebut tidak mendapatkan hak perlindungan dari
Negara. Karena pernikahan tanpa dicatatkan tidak dikenal dan diakui dalam
hal perlindungan hukum atas perkawinan yang mereka jalani. Hak istri dan
anak baru bisa dilindungi oleh Undang-undang setelah memiliki alat bukti
yang otentik tentang perkawinannya.
B. Saran

1. Mengingat dampak perkawinan tidak dicatatkan begitu luas maka harus ada
upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislative, praktisi dan
penegak hukum, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM,
perangkat desa, aparat KUA, dan lain sebagainya) dapat mensosialisasikan
arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh Negara agar
mendapatkan kepastian hukum.

2. Pemerintah memberikan kelonggaran, mengkomodir dan memberi solusi
yang tepat bagi pelaku perkawinan tanpa dicatatkan demi kemaslahatan umat
dan kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang dilahirkannya, berupa
deregulasi aturan atau pemutihan dan pendataan pelaku perkawinan tanpa
dicatatkan dengan melibatkan tokoh agama dan perangkat desa untuk
mencatatkan perkawinan tersebut. Perkawinan massal yang selama ini sering

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat belum menyentuh dan
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menyelesaikan masalah perkawinan tanpa dicatatkan tentunya langkah ini
diluar jalur peradilan.

. Pemerintah seharusnya melakukan cara-cara preventif dan persuasive dengan
aturan yang mendidik serta melindungi berbagai kepentingan masyarakat
dengan peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan yang
mengkomodir berbagai kepentingan, mengadopsi dan memadukan hukum
yang berkembang di masyarakat (hukum agama dan hukum adat), karena
perkawinan tanpa dicatatkan di Indonesia sebagai suatu realita yang tidak bisa
diberantas secara defentif.

. Masyarakat yang sadar hukum berkaitan dengan pentingnya pencatatan nikah
yang sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terlepas
dari pengaruh kesadaran masyarakat terhadarp undang-undang perkawinan.
Jika indikator kesadaran msyarakat terhadap pencatatan nikah rendah maka
tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut juga akan rendah
sehingga perilaku taat terhadap pencatatan nikah sulit untuk diwujudkan
dalam kelompok masyarakat. Atas dasar itulah, maka harus kembali dibangun
kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum pencatatan nikah dengan
merubah komponen yang ada si masyarakat yaitu pola pikir, sikap dan nilai-
nilai yang ada di masyarakat. Sehingga keyakinan dan sikap untuk cenderung
mengabaikan hukum menjadi berkurang dan terwujud masyarakat yang sadar
akan hukum yang taat akan hukum.

. Perlu adanya sosialisai dari pemeritah kepada masyarakat berkaitan dengan

dispensasi pernikahan, dan sangat di perlukan peran orang tua untuk
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mencegah terjadinya hamil di luar pernikahan, pemerintah juga harus
memberikan sosialisasi dan mempermudah proses administrasi dan
persyaratan- persyaratan pernikahan sehinga masyarakat memahami proses
dan persyaratan untuk mengurus administrasi pernikahan, pemerintah
khususnya KUA harus memberikan penyuluhan kepada masyarakata

berkaitan dengan biaya administrasi pencatatan perkawinan.
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